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RINGKASAN  

CESSIE DALAM KREDIT PEMILIKAN PERUMAHAN (KPR)  

DI KOTA PALANGKA RAYA 

 

Oleh: 

Yehezkiel Aldri Pratama1, Abdul Halim Barkatullah2, H. Rachmadi Usman3 

 

           Pada kredit perumahan di Kota Palangka Raya terdapat kasus-kasus yang 

telah dialami oleh para nasabah sebagai debitor dalam perjanjian KPR dengan bank-

bank  selaku kreditor dimana para debitor melakukan perjanjian kredit dengan bank 

untuk program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) non subsidi. Namun ketika di 

tengah pelaksanaan perjanjian, debitor mengalami tunggakan dalam membayar 

cicilan kreditnya sehingga bank (kreditor) mengambil keputusan untuk melakukan 

cessie kepada kreditor baru (cessionaris) tanpa sepengetahuan para debitor dengan 

mengacu kepada perjanjian KPR (perjanjian baku) antara debitor  dan bank  yaitu 

pada Pasal 20 ayat (2) Perjanjian Kredit antara debitor  dan bank yang berbunyi 

“Pihak bank tidak wajib memberitahukan kepada debitor mengenai pelaksaan 

cessie kepada pihak lain, sehingga apabila kemudian pihak yang menerima 

cessie/kreditor baru (cessionaris) menjalankan haknya sebagai kreditor, maka hal 

demikian sudah dapat dinyatakan sepenuhnya semata-mata berdasarkan Perjanjian 

yang dibuat antara bank dengan pihak yang menerima penyerahan piutang dan 

adanya cessie ini tidak mempengaruhi sama sekali pelaksanaan kewajiban debitor 

sesuai dengan perjanjian kredit”. Maka dengan adanya tindakan cessie yang 

dilakukan oleh pihak bank, membuat debitor merasa keberatan karena debitor 

merasa tindakan tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuannya.  

         Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

ketentuan terhadap cessie dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR)  di Kota Palangka 

Raya, dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap 

debitor  dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR)  di Kota Palangka Raya. 

          Jenis penelitian  ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum 

ini menitikberatkan pada studi kepustakaan (library research). Tipe dari penelitian 

ini adalah pembaharuan hukum (law reform) berkenaan dengan cessie sebagaimana 

diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata. Penelitian ini ditunjang dengan penelitian 

lapangan (field research) dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait 

yakni bank yang menyelenggarakan program KPR dalam hal ini Bank Tabungan 

Negara (BTN) Cabang Palangka Raya dan Bank Pembangunan Kalteng Cabang 

Palangka Raya, asosiasi perusahaan perumahan (Real Estate Indonesia – REI) Kota 

Palangka Raya, dan konsumen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan undang-undang (statute approach) yaitu dilakukan dengan 

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu 

hukum yang sedang ditangani/diteliti, dan pendekatan konsep (conceptual 
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approach) tentang cessie. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis yaitu membahas 

secara menyeluruh, mendalam, dan sistematis mengenai permasalahan yang diteliti 

dan kemudian dilakukan analisis untuk mencari jawaban (solusi) terhadap 

permasalahan. 

               Hasil dari penelitian ini adalah, pertama,   ketentuan Pasal 613 KUH Perdata 

tidak mengatur secara jelas dan tegas tentang pengalihan piutang (cessie) karena 

Pasal ini mengatur secara alternatif bahwa suatu pengalihan piutang (cessie) dapat 

dilakukan oleh kreditor asli/ kreditor lama (cedent) kepada kreditor pengganti/ 

kreditor baru (cessionaris) dengan cara cukup memberitahukan kepada debitor 

perihal cessie tersebut atau alternatif lainnya adalah mendapat persetujuan dan 

pengakuan dari debitor. Ketentuan Pasal 613 KUH Perdata dalam pengalihan 

piutang (cessie) di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah,  ditemui 

adanya kasus dimana pihak kreditor (bank) membuat klausula baku (standard 

contract) dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yakni mencantumkan 

klausula bahwa pihak bank (kreditor) tidak wajib memberitahukan kepada debitor 

mengenai pelaksaan cessie kepada pihak lain, sehingga apabila kemudian pihak 

yang menerima cessie/kreditor baru (cessionaris) menjalankan haknya sebagai 

kreditor, maka hal demikian sudah dapat dinyatakan sepenuhnya semata-mata 

berdasarkan Perjanjian yang dibuat antara bank dengan pihak yang menerima 

penyerahan piutang dan adanya cessie ini tidak mempengaruhi sama sekali 

pelaksanaan kewajiban debitor sesuai dengan perjanjian kredit. Cessie yang 

dilakukan terhadap   piutang termasuk juga hak jaminan dalam hal KPR ini 

bentuknya adalah Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan. Dengan demikian 

maka tidak terpenuhi ketentuan bahwa cessie itu harus mendapat persetujuan dan 

diakui oleh debitor sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUH Perdata cessie 

yang demikian haruslah dinyatakan batal demi hukum (nietig/ null and void).  

Kedua, Berkenaan dengan cessie Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Palangka 

Raya para debitor (konsumen perumahan) kurang mendapat perlindungan hukum 

baik dari pihak perbankan (kreditor) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  Hal ini 

terjadi karena Pasal 613 KUH Perdata  mengatur bahwa cessie secara alternatif 

yaitu dapat dilakukan dengan cara kreditor asal/lama (cedent) cukup 

memberitahukan kepada debitor (cessus) setelah terjadi cessie atau cessie itu harus 

disetujui dan diakui oleh debitor. Demikian juga halnya dengan Perjanjian Cessie 

antara kreditor asal/lama (cedent) dengan kreditor baru didalam pasal-pasalnya 

kurang memberikan perlindungan kepada debitor (cessus) dan hanya 

menguntungkan kedua belah pihak saja.  

        Saran dari penulis adalah pertama, ketentuan Pasal 613 KUH Perdata perlu 

direvisi agar mengatur secara jelas dan tegas mengenai pengalihan piutang (cessie)  

dan dibuat ketentuan bahwa cessie harus diberitahukan kepada debitor dan 

mendapat persetujuan debitor. Kedua, untuk menjamin perlindungan hukum bagi 

para debitor (konsumen perumahan) terhadap cessie yang potensial merugikan 

debitor karena perbuatan dari kreditor asli/ kreditor lama (cedent) dan/atau kreditor 

pengganti/ kreditor baru (cessionaris) maka perlu pengawasan yang lebih intensif 

oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah. 
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CESSIE DALAM KREDIT PEMILIKAN PERUMAHAN (KPR)  

DI KOTA PALANGKA RAYA 

 

Oleh: 

Yehezkiel Aldri Pratama4, Abdul Halim Barkatullah5, H. Rachmadi Usman6 

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 136 hlm  

 

ABSTRAK  

Kata kunci : Cessie, Kredit Pemilikan Perumahan (KPR), Kota Palangka Raya 

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

ketentuan terhadap cessie dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR)  di Kota Palangka 

Raya, dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap 

debitor  dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR)  di Kota Palangka Raya. Jenis 

penelitian  ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini 

menitikberatkan pada studi kepustakaan (library research). Tipe dari penelitian ini 

adalah pembaharuan hukum (law reform), berkenaan dengan cessie sebagaimana 

diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata. Penelitian ini ditunjang dengan penelitian 

lapangan (field research) melalui wawancara (interview). Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute 

approach) dan pendekatana konsep (conceptual approach). Penelitian ini bersifat 

preskriptif analitis.  

Hasil dari penelitian ini adalah, pertama, ketentuan Pasal 613 KUH Perdata tidak 

mengatur secara jelas dan tegas tentang pengalihan piutang (cessie) karena Pasal 

ini mengatur secara alternatif bahwa suatu pengalihan piutang (cessie) dapat 

dilakukan oleh kreditor asli/ kreditor lama (cedent) kepada kreditor pengganti/ 

kreditor baru (cessionaris) dengan cara cukup memberitahukan kepada debitor 

perihal cessie tersebut atau alternatif lainnya adalah mendapat persetujuan dan 

pengakuan dari debitor. Ketentuan Pasal 613 KUH Perdata dalam pengalihan 

piutang (cessie) di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, ditemui 

adanya kasus dimana pihak kreditor (bank) membuat klausula baku (standard 

contract) dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sehingga sesuai 

dengan ketentuan Pasal 613 KUH Perdata cessie yang demikian haruslah 

dinyatakan batal demi hukum (nietig/ null and void). Kedua, berkenaan dengan 

cessie Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Palangka Raya para debitor (konsumen 

perumahan) kurang mendapat perlindungan hukum baik dari pihak perbankan 

(kreditor) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).   
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CESSIE (ASSIGNMENT)  IN HOUSING OWNERSHIP LOAN (KPR) IN 

IN PALANGKA RAYA MUNICIPALITY 

 

By: 

Yehezkiel Aldri Pratama7, Abdul Halim Barkatullah8, H. Rachmadi Usman9 

Master of Notary Program, Lambung Mangkurat University, 136 pages  

 

ABSTRACT  

Keywords: Cessie (Assignment), Housing Ownership Loan (KPR), Palangka Raya 

Municipality 

 

The goals of this research are to study and analyze the provision of cessie 

(assignment) in Housing Ownership Loan (KPR)  Palangka Raya Municipality, and 

to study and analyze legal protection to the debtor in  Housing Ownership Loan in 

Palangka Raya Municipality. This is normative legal research, forcusing on library 

research. Type of the research is law reform on cessie (assignment) as regulated in 

Article 613 of Civil Code. This research is supported by field research through 

interview. The approached used are statute approach and conceptual approach. The 

characteristic of this research is prescriptive analytical. The results of the research 

are, firstly, the provision of Article 613 of Civil Code does not regulated clearly and 

expressly on cessie (assigment) because this Article regulates alternatively that  a 

cessie (assignment) can be conducted by original/former creditor (cedent) to 

substitute/new creditor (cessionaris) by simply notify the debtor on the said cessie 

(assignment) or other alternative is to get approval and recognition fromthe debtor. 

In connection to provision of Article 613 of Civil Code in cessie (assignment) in 

Palangka Raya Municipality, Central Kalimantan Tengah, cases are found whrere 

the creditor (bank) makes standard contract in  Housing Ownership Loan (KPR), so 

in line with the provision of Article 613 of Civil Code such  cessie (assignment) 

must be declared  null and void. Secondly, with regard to cessie (assignment) in 

Housing Ownership Loan (KPR) in Palangka Raya, the debtors (housing 

consumers) get insufficient good legal protection from the banks (creditor) and 

Financial Services Authority (OJK).   
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